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. 4. Undang . 

c, balun dalam rangka menggali Pcndapatan Asli Daenlh dawn Kabupaten 
Tebo, Retribusi Pa831' mempakan M),ah satu sumbcr Pendapatan Dacrah. 

d. bahwa sehubungan dengan hat tersebut pada hurup 1, b dan c diatas perlu 
monetapbn Rctribwti Paar denpn Pedlturln Daerllh .Kabopatoa Tebo. 

1. u~ Nomor S4 Tahun 19991entang Pcmbavukm Kabupatcn 
Sarolangua, Kabupatcn Tebo, Kabupa,n Muaro Jambi clan Kabupatcn 
Taajung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahon 1999 Nomor 182 
T......_. I..Clllblr• Nopra Nomor 3903) .Juncto ~ Nomor 
14 Tahllft 2000 tmtang Perubahan atas t~ Nom.or S4 Talmn 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolaoguo. Kabupatcn Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Taqjqng Jabung Tanur 
(Letnbaran Negara Tahun 2000 Nomor 81 Tambahan Lombaran Nepra 
Nomor 3969); 

2. Undang-wxlang Nomor 22 Tahun 1999 tcntang Pomcrintahan Daerah 
(Lembaraa Negara Talmn 1999 Nomor 60, Tambaban Lcmbaran Negara 
Nomor 3839); 

3. Undang•undang Nomor 8 Tamm 1981 tentang Hokum Acara Pidana 
(I.emblran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lcmbarlll Negara 
Nomor 3209); 

b, bahwa untuk menjamin Perkembang,an dan kemajuan Daerab pada masa 
mend.itang. dipandaag perJu menggali Pmdapatan Alli Dwah daJam 
Kabupten Tebo. 

a. bahwa dengan terbontuknya Kabupaten Tebo, diplndang podu 
1neningbtbn Penyclenaaaraan Pemcrimahan, Pclabaftaan PernlMnpa.an, 
dan Pembinaan kemasyarabtan gwia maqjamin P«bmb.lnpn dan 
kemajuan Daerah pada masa mcndatang. 

BUPATITBBO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RETRIBUSI PASAR 

Th"NTANG 

l ~ T AHUN 2001 NOMOR 

PERATIJRANDA.F.RAHKABUPAmNnmo 

PEfv1ERlNTAH KAUUPATEN TEBO 



17 Keputusan ....• 

16. Kcputuun Menteri Dalam Ncgcri Nomor 147 Tahun 1998 tentang 
Komponen Penctapan Tarif Rc1ribusi; 

IS. Kcputusan Mcnteri Dal.am Nt:geri Nomor 119 Tahun 1998 tcntang Ruang 
Lingkup dan Jenis-jenis Retribnsi Daerah Tingkat I dan Daerah Tinglcat II; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17S Tahun tentang Tata Cara 
Pemetiksaan di Bidang Retribusi Da«-.dt; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tabon 1997 tentang 
Prosedur Pengesahan Peranuan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribuai 
Dacrah; 

11. Kepntusan Menreri Dalam Negeri Nomor 84 Tabun 1993 tentang Bentuk 
Peratnran Daerah dan Peramran Daerah Perubahan; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tcntang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil dilingknngan Pemcrintah Daerah; 

9. Keputusan Presiden Nomor 4i Tahun 1999 tentang Tchnik Penyusunan 
Peramran Pt,mndang-wdallgar, dan Benruk Rancangsn Undang-,undang, 
Rancangan Persturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden 
(Lembaran Negara Tahun1999 Nomor 70); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahwi 2000 tentang Kcwenangan 
Panaintab. dan Kcwenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

7. Pcraturan Pemcrintah Nomor 20 Tahwi 1997 t.cntang Retribnuai Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor SS Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3692); 

6. Petatman Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petabanaan Kitab 
Undang-undang Ilukum Acara Pidana (Lembaran Negara Talum 1983 
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); 

S. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 t~"lg Perimbanpn Kcuangan 
anta"a P~r'intah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
72, Tambaban Lembaraa Nt1gara Nomor 3848); 

4. Undang-undang Nomor 18 Talum 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retn"busi 
Daorah (Lemharan Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembarm 
Negara Nomor 368!) Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentmg Perubahahan Atas U11da11g-undang No 18 tahun tm tentang Pajak 
Daerah dan Retnbusi Damh (Lembaran Negara Tah.un 2000 Nomor 246 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 
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j. Los ..... 

i. Pelataran ada1ab tcmpat di lwaman I polataran pasar dimana ctidiribn los­ 
los, petak-pctak/kios, toko dan bangunan lainnya, dan disodiakan sobagai 
tempat berjualan; 

f. Pcjahat adalah pegawai yang diberi tug;t.S tertentu di bidang Retribusi 
Dacrah 8Csuai dengan Peraturau Penwdang-undangan yang berlaku; 

g. KASDA adalah Kas Daersh Kabupaten Tebo; 

h. Paar adatah tempat yang diberi batas tertentu dan tcrdirl atas hataman I 
pelataran, bangnnen berbentuk los dan atau Bos clan bentuk lainnya yang 
dikclola oleh Petnerintah Oacrah dan khU8Us diseditkan untuk pc,dag.ang; 

e, Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pend.lpatan Daerah kA.bupaton 
Tebo. 

d. DPRD adalah Dewan Perwakiian Rakyat Rakyat Tebo; 

c. Bupati adalan Bupati Tebo: 

b. Pemermrah Kat,upaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo; 

a. Kabupaten adalah Kebuparen Tebo; 

Dawn Perat:uran Daerah ini yang dimaksud dengen : 

Pasal 1 

K£TENTUAN Ul\.fUM 

UABl 

PERATURA.N DAERAH KABUPATEN TE.80 TENTANG RETRIBUSI 
PASAR 

MEMUTUSKAN: 

KABUPATEN TF...BO 

Dengan Persetujuan 

DEW AN PER WAKU .. AN RAKYAT DAERAH 

17. Keputusan Mentri Dalatn Negeri Nomor 43 Tahunl999 tcmtang Sntcm din 
Prosedur Administrasi Pajak Dacrah, Rctribusi Daerah dan Penerimaan 
Pendapatan lain-Jain; 

•3• I 

Mcnctapkan 
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v. Surat ••••• 

t. Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar yang setanjutnya diaingbt SKRDIB 
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelcbihan pambayaran 
retribusi kerana jumlah kredit retribusi lebih beser daripada retribusi yang 
tcrutang atau tida.k seharuanya terutaog; 

u. Surat Tagihan Retrlbusi Dlcrah yang selaojutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk mclakukan tagihan rwibuli aclan atau unbi adminimui 
bcrupa buoga dan atau dcnda; 

a. Surat Ketetapan Retibusi Dacrah Kurang Bayar Tambahan yang 
selaatjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang 
~ncntukan tambahen atas jumlah rctribusi yang telah ditetapkan; 

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD 
adalah surat kepnrusan pnc menenmkan besarnya jumJah retrihusi yang 
1'>rutwg; 

q. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang aelanjumya dapat 
disiugkar SPdORD a<ldl.th surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk 
melaporkan data ot~;;,k retribusi dan wajib reeribwri sebagai dasar 
perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menmut Peraturan 
Perundang-undangan Rembus! Daerah; 

p. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yan.g merupakan batas waktu 
bagi wajib retribusi untuk memantaatkan jasa pelaysnan fasilitas pasar; 

o. Wajib Retibusi adalah orang pribadi atau bad.m yang monurut Pcraturara 
Perundang-undaagan Retibusi Daeah diwajiblcan untuk mclakukan 
pcmbayaran Retribusi Daerah; 

n. Retribusi Pasar yang sel anjutnya disebut retribusi adalab pcmbayaran ataa 
pcnyediaan fasilitas pasar tmdisional/sedemana yang bcrupa 
halaman/pelataran, los dan kios yang dikclola Pcmcrintah Dacrah. cl.an 
khususnya disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola olch 
Perusahaan Daerah (PD) pasar; 

, m. Retrlbu1ii Jasa Umum acfalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau 
<hberibn oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan clan 
hmanfaat&.1 unmm sorta dapat dinikmati oleh orang pnbadi atau badan; 

L Pclataran adalah halaman I lapane.an pasar dimana tidak didirikan lol-lo~ 
petak-petak/kios, toko dan bangunan tainnya dan discdiakan tcmpat 
bcrjualan; 

j. Loe adalah bangunan tetap didalam lingk11ttgan pasar bcrbentuk baagumn 
memaatjang tanpa dilengkapi dinding; 

k, K.ios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahbn aatu dcngan 
yang lainnya dengan dinding pcmisah mulai darl laata.i aampai dcngan 
langit-langit yang dipergunakan untulc usaha berjualan; 



BAB ID ..... 

Subjek Retribusi adalah orang pn'badi atau badan yang menggunakan tempat 
pamr ditepi jalan umwn. 

Pasal 4 

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan pcnycdiaan fasilitu 
pasar yang dimiliki clan atau dikelola oleh pihak swasta m.aupun Penaaabaan 
Daer ah. 

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar 
ttadisional/sederhana berupa halaman/pelataran, los dan atau uang dan 
khusus disediakan untuk pedagang diatas T anah Milik Pemerintah termasuk 
Desa, 

Pasal 3 

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan 
fasilitas pasar traditional I sedcrhana yang berupa balamam I pelataran, los dan 
atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusu.11 disediakan untuk 
pcdapng. 

Pasal 2 

NMV\, OBJEK. DAN SUBJEK RETRIBUSI 

BAB II 

y. Penyidik Tindal Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 
tindak yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 
dapat disebut Penyidik untuk mencari scrta mengumpulkan bulcti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah 
yang terjadi serta menentukan tersangkanya. 

x, Pemeriksaan adalah serangkaian untuk mencari, mcngumpulkan dan 
mengoJah data dan atau keterangan lainnya da1ain rangka pengawasan 
kcpatuban pemenuhan kewajiban retn'busi daerah bmtasarlcan Peraturan 
Perundang-undangan Retribusi Daerah; 

v. Surat Kcputusan Keberatan adalah surat keputusan atas kcberatan tcmadap 
SKRD, SKRDK.BT, SKRDKILB atau tcrhadap pomotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribuai; 

w. Badan adalab suatu benmk badan usaha yang mcliputi perseroan 
komanditer, perscroan Iainnya, badan usaha milik ncgara atau dacrah 
dcnpn nama dan bentuk apapun, pcrsekutwm, pcrkumpu1m. Firma, 
kongsi, koperaai, yayasan atau organisasi yang aejcnis, lcmbaga, dana 
pensiun , bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha Jainnya; 

- .,., . ,.~...ei,.:..------ -.,- ----------~- ~ -~ -~ ... :-:- 



( 4) atruktur .••.• 

(3) Keiss pasar sebagaimana dimabud pada ayat (2) ditet.apkan oloh Bupati 

(2) Lokasi sebagaimana dimabud pada ayat (1) digunakan. un1uk menenrukan 
kelas pasar; 

(1) Struktur tarif digclongkan berdasarkan jenis fasiiitas yang tentiri atas 
halaman/pelataran, los dan -tau kios, luas lok.asi dan jangb waktu 
pemakaian; 

Pali318 

B All VI 

(2) Biaya sebagaimana dimali:sud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, 
biaya buuga pittiam.m, biaya kebersihan dan keamanan dan bi.a.ya 
pengadaan karcis/kartu pasar. 

(1) Prinsip dan sasaran dalam dalam penetspan struktur dan bes.am.ya tarif 
retribuai dimasukan untuk menutup biaya pcnyelcngarun pcnycdiaan 
pelayanan fasiliras pasar ddengan mempct1imhangkan kemapuan 
masyarakat daa aspek keadialan; 

PRJNSJP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 8TRUKTUR 
DA.N BESAR.!"\fYA Ti\R.lF' 

BABV 

Tingkat pcnggunaan jasa diukur berdasarbtt luas, jenis tempat dan kclaa pasar 
YIDI digunakan. 

CARA MENOUKlJR TING.KAT PENGGUNAAN JASA 

BAB IV 

Rctribusi Pasar digolongka« &chagAi Rctribusi Jasa Umum. 

Pasal 5 

GOLONGAN RETRIBuSI 

BA Bill 

-·- -i 



(2)SPdORD ..... 

(1) Wajib Rcttibuli wajib mcngili SPdORD 

Paul 12 

SURAT PENDAFf ARAN 

B ABIX 

Saaat retribuai terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dob1IDOn 
lain yang dipenamakan. 

Pasal 11 

lvfasa Rotribuai adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) bulan atau ditc,upkan 
olch Bupati melalui Dinas P~an Daerah. 

Pasal. 10 

I\11:\SA RETilIBUSI DAN SAAT RF.TRIBT.lSf TERUTANG 

BABVIll 

Rctribusi yang terutang diptmgut diwilayah Daerah tcmpat penyodiaan 
pelayanan fasilitas pasar dibcrikan. 

Pasal 9 

Wil.AYAH PEMUNGUf AN 

BABVIl 

L .. 
! I Paaar :Milik Pemda I Kabupaten Tebo 

! 

Lokasi . . __ J_ }~~S.-~~~~~---- _} T_arif_' ) 
I I 

dalam I a. Kios Kelas I ! Rp.300,-lnllhari i b. Kim; Kelas II i Rp.250,-/mlhari 
, c, Kios Kc.las m ! Rp.200,-/m/hari 

d. Kios Kela IV ; Rp.175,-/mlbari 
C. Los 1 Rp.150,../mlhari 
f. Pelataran j Rp, l 00,-lmlhari 

---------·-----·--· L ------· 

(4) Struktur dan besamya tarif ditetapkan scbagai herikut: 

-1- ------=·· ~ - - .. ~·· 



BAB XIII ..... 

Dalatn haI Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada wak.tlmya atau kurang 
mcmbayar dikcnabn sanbi administrasi bcrupa bunga acbcaar 2 % (dua 
perscn) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih 
dengao menggunabn STRD. 

Pasal 15 

SA.1'.l!(SJ ADMJNISTRASI 

BAB XII 

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atnu dokomen lain yang 
dipersamakan. 

(1) Pcmungutan retribusi tidakdapat diborongkan, 

Pasal 14 

TATA CAR.I, PE11UNGUTAN 

BAD xr 

(3) Benmk, isi dan tata cara penerbitan SK.RD atau dokumen lain yang 
dipersamakan senagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapbn oleh Bupati. 

(2) Apabi1a berdasarlcan hasil pemeriksaan dan ditemnkan data baru clan atau 
data yang semula belum teruagkap yang menyebabkan pnc,mbalulll jumlah 
Retribusi yang terutang, maka dikelnarkan SKRDKBT. 

(1) Benlasarkan SPJORD sebagaimana dimaksud pada pasa1 12 ayat (1) 
ditetapkan retnousi terutang dengan rnenerbitkan SKRD MIU clokumon 
lainnya yang dipersamakan, 

Pasa! 13 

PE:NF,TA.PAN RETRIDUSI 

BABX 

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian d:m penyampaian SPdORD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati 

(2) SPdORD sebagsimana dimaksud apada ayat (1) hams ctiiai donpn jolu, 
bensr dan lengkap serta ditanda tangani oleh Vlajib R.etribusi atau 
K.uasanya. 



(4) Kebcratan .••.. 

(3) Dalam bal \Vajili retribw.i men~ukan kebaratan ataa kcte&apm. recribuli, 
Wajib Rcttibusi harus dapat membuktibn kotidak bcnaran ketotapn 
retn"busi tersebut, 

(2) Keberatan diajukan ;.,~c.J.rn t.;.;11-uks dalam babasa Indonesia dengan. dieertai 
alasan-alasan yang jelas, 

(1) Wajib Retribusi dapat men~~jnkan keber.atan hrmya kepada Bupati atau 
Pejabat yang d1tunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, 

Pasa.l 18 

KEBERATAN 
BAB XV 

(3) Surat Teguran sebagahnana dimaksud pada ayat (1) deke.luarkan oleh 
Pejabat yang ditunjuk, 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tltjuh) hari setelah tanggaJ 8Ul'at teguran I 
peringatan I swat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi Retribusi 
yang te.tutang. 

(1) Pengeluaran SUrat Tegura.nlperingmanlsurat lain yang sejenjg scbagai awal 
tindak pelaksanaau pcnagihan Reuibusi dikeluarkaa segera setalah 7 (tujuh) 
hari sejak jatuh tempo pembayaran. 

Pasal 17 

TATA CARA PENAGilli\N 

BAD XI\' 

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran reuibuai diatur 
de.ngan Keputusan Bupati. 

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1~ (lima betas) hari 
sejak ditcrbitkannya SKRD atau dokumon lain yang dipersamakan. 

(1) Pembayaran retribusi yang terutang lwua dilunasi sekaligus. 

Pasar 16 

TATACARAPEMBAYARAN 

BABXIll 

-9- 
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(S) Pengcmbalian ..... 

(4) Apabila Wajib Retribusi mcmpunyai utang rcaibuai lainnya kelebihan 
pembayran retribusi sebagaimana dim.abud pada ayat (1) langsmig 
diperhitungkan untu1c mclunasi terlcbih dahulu utang retn'busi tersebut 

(3) Apabilajangb waktu sebagaimana diullbud pada ayat (2) telah dilampaui 
dan Bupati tidak memberikan suatu keputusa11, permohonan pengcmbalian 
kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB hants dit:erbitkan 
dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, 

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bubn sejak diterimanya 
permohonan kelebihan pembayaran retribusi permohonan kelebihan 
pembayaran retibusi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) harus 
memberikan keputusan, 

(1) Atas kelcbihan pembayaran retribusi, w~jib retribusi dapat mcngajukan 
permohaonan pengembalian kepada Bupati. 

Pasal 20 

PENGE1vIDJJ IAN KELEBIT-IAN PE:MBV\ YAA::!'! 

BAB X\:1 

(3) Apabila jangka waktu sebgaiamana dimaksud pada ayat (l) telab lewat dan 
Bupati tidahk memberikan suatu keputusan ketx.Tat.an yang diajukan 
tersebut dianggap dikabulkan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima selw-uhnya atau 
sebagian, menolak, atan menambah besamya retribusi. 

{l) Bupar! dalam jangka paling fa.ma 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat 
Keberatan J.it(.;1111\J harus memberi kepuiusan yang diajukan. 

Pasal 19 

(6) Pcngajuan keberatan tidak menunda kewajiban mcmbayar rc1ribusi dan 
pelaksanaan penagihan reuibusi. 

(S) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dan (3) tidak dianggap schagai surat keberatan, sehingga tidak 
dipertimbangkan. 

(4) K.cbcratan hatu diajukan dawn jangb waktu paling lama 2 (dua) bwm 
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamabn, SKRDK.BT 
dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribuai tcrtentu c:lapat 
menurtjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 
diluar kekuasaannya. 

•1v•1 



(2) POf18U1'111811l ..... 

(1) Bupati dapat mcmbcrikan pcngurangan, kcrinpn dan pembebaaan 
Retribusi. 

Paul 23 

PENGURANGAN, KERINGAN DAN 
PFMBEBASAN RE1RJBUSI 

BABXVIl 

(2) Apabila Kolcbihan pembaymm rmibusi dipcdritungbn dcmgan utan& 
rctn'busi lainnya sebagiamana dimaksud dalam pual 20 ayat (4) 
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukD pcmindah 
bukuanjuga berlaku sebagai bukti pcmbayvan. 

( 1) Pengcmbalian kelebilwl retribuai dilakukan dengan mcncrbitbn Surat 
Perint.ah Membayar Kelebihan Refribusi 

Pasal 22 

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pcngiriman pos tcrcatat 
merupakan bukti saat permoaonan di«ima oleh Bupati 

(2) Pennohonan pengcmbalian kelebihan pcmbayaran fflribusi clisampaikan 
secara !angsung atau melalui pos tercatat. 

a. Nama dan alamat Wajib Retnbusi 
b. Masa retribus! 
c. Besamya .kelebihan pernbayaran 
d. Alasan yang singkat danjelas 

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retnousi diajukan sccara 
tertnJ.iR kepada Rupati dengan sekurang-kW'angnya menyebutbn : 

Pasal 21 

(6) Apabila peugembalian .kelebihan pembayaran retn'busi dilakukaa aelelah 
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 
sebesar 2 % ( dua J>CJ:B'.'11) sebulan at.as keterlambatm pcmbayaran kclebihln 
n,tribuai. 

(') Pcngembalian kelebihan pembayaran retribusi scbagaimana dimabud pada 
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan ICjak 
diterbitkannya SKRDLB. 

•II• 



cl. Mcrrtctrikaa, ••••• 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pn'badi atan badan 
sehubungan dengan tindak pidana dt"bidang Retribusi Dacrah. 

a. Menerima, mcnc.u·i, niengumpulkan dan meneliti kctcrangan atau 
laporan bcrkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribuli Daorab agar 
keterangan atau laporan tersebi\ut lengkap danjelaa. 

b. Mcncliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
priliadi .wu badan u..'lu&a.g k"b~tlill.m perbuatan yq dilakukan 
schubungan dengan tindak pidana retribusi dacrah. 

(2) Wewenang penyidik tindak pidana sebagaiman dimaksud pada ayat (l) 
adaJ;di; 

( 1) Pejabat Pegwai Negeri Sipil tertenm dilingkw1gau Pcmerintah Kabupatcn 
c:libori wewenang i<l1usus sebagai penyidik uniuk mcJakubn penyidikan 
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. 

l1as..l 2:3 

1' E N 'i.' I D I K A N 

BAB XIX 

a. Diterbitkan 8U&'it tegurau, .. tau 
b. ada pcngakuan utang retribusi dari Wajib R~fn'buai bait Janpmg 

maupan tidak langsuag, 

(2) Kadaluwarsa penagihan rctribusi sebagaimana dimabud pada aylt (1) 
te1tangguh apabila ; 

(1) Hak utuk penagihan retribus! kadaluwarsa setalah melampauijangka waktu 
3 (nga) tahu11 terhiuag r.cjak :....at tcrhutaugnya rctribuli, kecuali apabila 
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. 

Pasal 24 

KA.DALL1'Vl1J.lSA. PENAGIHA.N 

D .\.B xvm 

(3) Tata ~ .. pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditcrapbn oloh 
Bupati. 

(2) Pengurangan, kennganan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l) diberikan dengan mempcrhatikan kemampuan Wajib P•ak. 

-··· I 



BAB XX1 ..... 

(1) Wctjib Retribusi yang tida1c melaksanakan kewajiban schingp mcaugikan 
keuangan Daerah diancam pidana kurungan palir,.g Jama 6 (en.am) buJan 
atau denda paling banyak 4 (empat) kalijumlah retribusi terutang. 

(2) Tindak ~ yang dimaksud pada ayat (1) adalah peJanapran. 

Pasal 26 

KETE1'1"1UAN PIDANA 

BAD XX 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) memberitahnkan dimulainya 
penyidikan dan penyampaian hasiJ penyidikannya k~ Pcnuntut Ummn 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undalag-undang Nomor 8 
Tahun l 98 l tentang Hukum Acara Pidana. 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancanm pcnyidikan tmdak 
pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat 
dipenanggung jawabkan. 

J. Menghentikan penyidikan. 

i. ~1emanggil orang unmk didengw: koterangannya clan dipClrikla smapi 
rersangkn atau ssnksi, 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Rmibusi 
Dacrah. 

g. Menyuruh berhenti clan atau melarang seseorang meningga)bn ruangan 
atau tempat pada saat pemeriksaan sedaag berlanpung clan memeriba 
identitas orang dan atau dok.1111\en yang dibawa scbagaimana dimabud 
pada huruf e. 

f Mcminta bantuan tenaga ahli dalam rangka polakll11Ull tugaa 
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, 

d. Memeriksa bukti-bukri, catatan-catatan dan dokuinen-dokumen lain 
berk.enaan dcngan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah. 

e, Melalmkan. penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukwm, 
pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan temadap bahan 
bukti tersebut 

-13- 



LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN TEBO 
TAHUN2001 NOMOR 15 SERI B NOMOR 3 

DIUNDANGKAN DI MUARA TEBO 
P ADA T ANGGAL 9 JUI.J 2001 

Ditetapkan di Muara Tebo 
Pada Tanggal 7 Juli 2001 

Agar supaya orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalatn lembaran Daerah 
K.abupaten Tebo. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga1 diundanglcan. 

Hal-hal yang belwn cukup diatur da1arn Pcraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 28 

Pasal 27 

KETENfUAN PENUI'UP 

BAB XXI 

-14- 



1. Biaya ..... 

Ayat (6) S1rUktur dan besarnya tarif dlpat d.ije!r1skan dan diperhitungkan tarif Retribusi 
P..- dibawah ini : 

Pasal 8 
Ayat (1) sampai dengan ayat (S) 

Cukupjelas 

Pasal 1 sampai dengan pasal 7 
r; • !, . J i...,w(UPJ'-'- .~ 

D. PENJELASAN PASAL DE?\11 PASAL 

Bahwa sebagai tiodak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Undang-undang nomor 34 Tahwt 2000 
tentang Pcrubahan Undang-undang nomor 18 Rabun 1997 tentang Pajak Daerah dlll 
Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Paul 2 Ayat (2) 
huruf f tcntang Rerribusi Pasar, maka dalam rangka memantspkan otonomi claerah yang 
nyata, dinamis, sernsi dan bertanggunga jawab, dalam rangka pembiayaan Pemerintah dan 
Pembangunan Dacrab yang bersumber lha·: pt;nd,ip.1tan «Jti Jaerah khusuanya yang 
berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribus! P.!~Jr cH KJbupatm Tebo dcngan 
Peraturan Daerah. 

L PENJELA.~AN UMUM 

RETRIBUSI P ASAR 

TENTANG 

NOMOR 1 S T AHUN 2001 

PERATIJRAN DAERAH K \BUPATEN TEBO 

________ r ----~- .-. 



S. Bunga ..... 

- - No Uraian Biaya Per Tatum 
(Rp) 

1. Karcis 10.000.000,- 
2. KartuPasar 12000.000,· 

Jumlah 22.000.000,- 

4. Biaya Pengadaan Karcis I Kartu Paur 

No Uraian Biaya Por Tahwi 
(Ro) 

1. Biaya Operasional ! 60.000.000,- 
2. Pemcliharaan banguna.n Pasar 20.000.000,- 
3. Pemeliharaan Kendaraan 15.000.000,- 
4. Pemcliharaan ln'\o'altaris Kantor 4.000.000,- 

- 
Jumlah 99.000.000.- 

3. Biaya Opcrasional dan Pemeliharaan 

No Uraian Biaya Per Tamm 
- (R.p) 

I 
1. Biaya Kebersihan L 60.000.000,· 
2. Biaya Keamanan 45.000.000,- 

--- 
I lOS.000.000,· 

2. Biaya Koborsihan I Kcamanan. 

I Harp Umur Bcban Per Tah'un 
No Uraian CRJ>) Ekonomi (Rp) 

1. a. Pasar Muara Tebo 150.000.000,- 10 Tahml lS.000.000,· 
b. Pasar Sei Bengkal 160. 000. 000,- 10 Tahun 10.000.000,- 
c. Pasar Rim.ho Bqjang 1.()()(),()()(),()()(),. 20 Tal11m S0.000.000,· 
d. Ocdung Kantor 1 S0.000.000,- 20Tahun 7.500.000,· 

2. MobilDinas 130.000.000,- 5Tahun 26.000.000,- 
3. Kcndaraaan Roda Dua 18.000.000,- 2Tahun 9.000.000,· 
4. Peralatan Kantor 3.000.000,- 2Tahun 6.000.000,- 
5. Tanah 1.250.000.000,- 25 Tahun 50.000.000,- 

Jumlah i - . 140.000.000,- 

1. Biaya Investasi I Penyusutan 

_____ _.,,,, --· . - - . 



• Penaaa,all ..•.. 

- Ketentuan Penetapan Tarif Rctribusl Pasar '. 
a. Kios Kelas I = 950 M2 dikenakan Tarif sama per M2 
b. Kios Kdas II == 84! ~.!2 dikenakan Tarif sama pcrM2 
c, Kios KeJas ill ·- 2.150 1v1.2 dikenakan Tarif sama por M2 
d. Kios Kelas IV = 1. 410 :M2 dikenakan Tarif sama per !\f2 
e. Los -· 575 M2 dikenal .. m TJJ·jf sama per M2 
f. Pelataran = l. J 50 M2 dtlcenakan Tarif Rama per M2 

Ural an , Luas -------·-------·-···- ------------- .. --------·-r·-· ----------------- 
.as I 
as U 
asm 

900M2 
950M2 

l.OSOM2 
2.371 M2 

91SM2 
l.S50M2 

I 

I 
h --~-----=~:=~==-~==--1 ------·--_·- 7 __ .7_96_M2~ 

as IV 

1. 'KiosKel 2. Kios Keh 
3. KiosKel 
4. KiosKel ,. Los 
6. Pelataran 

Jumla -- 

f-Ro-1 

7. Dasar Pcrhitungan 

,.··-·:-r-·--·- --··-··· ·•·····-· . .. . . .. . . . . . ····--·- 

r~~ Tl Biaya mwnwi/ ~~::1~---·····-·---1--- D~a_Pc...;.r_T;...ah;..;;;;un .. l;;..40~ ..... ooo..c.-.ooo,----f 

2. Biaya Kebersihan dan Kcamanan ! lOS.000.000,- 

l
l 3. Biaya Operasional dan Pemeliharaan I 99.000.000,· 

4. Biaya Pengadaan Karcis/Kartu PAABr 22.000.000,- 
,. Bungs Pin}aman 1 24.000.000,· 

·-------------·-·------·-·· }·------ 
Ju m 1 ah---·-·--··--····-----··-·--····--····-·-······ .. -·---~------·----- 390.000.000- 

6. J1Blllah Biaya Keseluruhan 

S. Bunga Pinjaman 
Setup TMUn dibayar bunga pir\jaman sebcsar Rp. 24.000.000.- 

.3. 



• Penaai,dl .••.• 

- Ketentuan Penetapan Tarif'Rctribusi Pasar : 
a. Kios Kelas [ = 950 M2 dikenakan Tarif sama per M2 
b. Kios Kdas II = 84! M2 dikenakan Tarif sama pcrM2 
c, K.ios Kelas ill ·- 2.150 !\-1.2 dikenakan Tarif sama por M2 
d. Kios Kelas IV = 1.410 l\12 dikenakan Tarif sama per M2 
e. Los - 575 M2 dlkenal .. m TJJ·jf sama per M2 
f. Pelataran = r. J 50 M2 dtlcenakan Tarif sama per M2 

.as I 
as If 
asm 

1. 'KiosKe1 2. KiosKel 
3. KiosKel 
4. KiosKel ,. Los 
6. Pobtaran 

Jumla -· 

900M2 
950M2 

1.0SOM2 
2.371 M2 

91SM2 
l.S50M2 

--------,---------------. Ural an , Lu a s ----·----------·-···------------······-----·-r·- ------------ , 
i 
I 
! 
I 

I 
----------·--···--·---·-·-----·---··--1--·-··----·--··--·----,-.1-96_M2_ h _L 

as IV 

- Data luas fisik F~ilita~ Pasar 

7. Dasar Pcmitungan 

r,··-··:-r ··---- ., ·····-· . . .. . . . .. . ··----·- 
1-NoT o .r a i an ····-·······-·-·--+-- B~a_Pc.....;.r_T __ ab.....;.:un_;,;;... ~~---f 

1. I Biaya Inventasi I Penvusntan ! 140.000.000,- 
2. Biaya Kebersi.han dan Kcamanan I lOS.000.000,- 

l
i 3. Biaya Operasional dan Pemeliharaan 1 99.000.000,- 

4. Biaya Pengadasn Karcis/Kartu Pasar I 22.000.000,- 
,. Bunga Pinjaman i 24.000.000,· 

--=hi·Taii~-=~=--=~=~=-~~·=-·~-~~·~--.~~~--=~~-~~.-1=~==-- 390.ooo.ooo- 

6. 1m.nlah Biaya Keseluruhan 

S. Bunga Pinjaman 
Setilp Tam dibayar bunga pii\jaman sebesar Rp. 24.000.000,· 

-3. 



. III.Cllgillp.t •••• 

- Rp. 169,67,-trvf/Hari 

- Rp. 170.-/!vltHari 

= Rp. 61.082.32,-/ MIT.ithan 

7,796M2 

Rp. 476.19'1.800,- 

Lnas Pasar 
Tarif Rata-rata 

Total Biaya 

Berdasarkan data tersetnn distas dapanan dibitunp. 1 arif Retnousi Pasar acbagai 
berikut : 

8. Pcrbitungan Tmif Reuibusi Pasar 

;·- T AHlJm.."E -- ,-·· -- INFLAS{ T -·- NlLAl BlAYA V ARIABEL r----·········------·-{·----- --··- ··--- -- --- ··-·--·--- ··-·i·····-- ·------· ------- -----·-·--·-·---··-···-· --·------- ---- 
! i Ii to % l Rp. 390.000.000,- 
1 2 10 '?10 ! Rp. 429.000.000,- 

3 I 10 % i Rp. 471.000.000,· 
4 10 % I Rp. sis.oso.ooa- 

I S J u1M LA H10 % -+------- -------::7.:::·:::: 

r---------· --------·-----··-··--------. -----~----------------------·---- 
I DIAYA RATA-RATA I Rp. 476.197.800,- 
l ··········- ······-···--···-····· .. ······ ! _. ,. ,. __, 

Deegan h.arapau kondisi perekom .. au n..a.syaiak,it, maka laju infiasi rata-rata 
pert.ahun untuk 5 t~fam ymtJ skan darang bcrgcrak ap«dJ angka 10 o/o. H.asil 
pedtitunga..11 Nilai Harapan Biaya sebagal berikut ; 

- Pengaruh F aktor Jnflasi 



Pasal 9 s/d pasal 28 
Cul.-up jelas 

No Uraian I Faktor ! T arif Rata-rata Tarif dibulatkan 
Di1kriminasi I (Rp) (Rp) 

1 .., 3 I 4 5=4 (3x4) ~ 

1. Kios kelas I 1,475 170 2SO,-/m.hari 
2. Kios kelas Il 1,323 170 22S, -/m/hari 
3. Kios kelas m 1 170 170,-/m'hari 
4. Kios kelas I\' 0~882 170 150, -/mlhari 
s. Los I 0,794 170 13 5, -/m/hari 
6. Pelataran 0,588 170 100,-/mlhari 

Mengingat aspek keadilan dan kemampuan masyarakat pengguaa fasilitas pasar dan 
memperhatikan faktor diskriminasi (strategis dan non strategis) sedangkan 
berdasarkan perhimngan tarif diatas didapat tarif rata-rata Rp. 180/M/Hari. Untuk itu 
maka struktur dan besamya tarif ditetapksn sebagai berilcut : 


